
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan pendekatan  

yuridis normatif  atau penelitian hukum kepustakaan (library research)
1
. 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu
2
. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan 

menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang 

berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan 

sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada 

diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

3.2. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data sekunder 

yang dapat didefinisikan sebagai berikut:  

                                                           
1
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 4, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga Bambang Sunggono, Metodologi 

Penlitian Hukum, cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 184. 
2
 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Hlm. 32. 



39 
 

Data sekunder adalah data yang diperoleh  dengan  mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a) Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 

berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 

untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini 

bahan hukum primer terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013 

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan 

Kegiatan Pendaftaran Tanah. 

5) Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 

langsung darisumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, 

berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 

berwujud laporan dan buku-buku hukum. 
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c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal 

kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-

bahan di luar bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan 

hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang 

ingin diteliti. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini dilakukan 

dengan Studi Pustaka yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, 

memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa 

buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sumber hukum 

sekunder, dan sumber tertier), berupa perundang-undangan, literatur di bidang 

ilmu pengetahuan hukum, dan kamus. 

b) Identifikasi data sekunder (sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, 

dan sumber  tertier) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan 

hukum berupa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan; judul 

buku, nama pengarang, cetakan, kota penerbit, penerbit, tahun terbit dan nomor 

halaman karya tulis bidang hukum. 

c) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, pokok bahasan atau 

subpokok bahasan, dengan cara pengutipan atau pencatatan. 
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d) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah
3
. 

 

3.3.2. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara pemilahan data 

dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok 

masalah. 

b. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul. 

c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang 

ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan 

pokok bahasan. 

d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan 

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

e. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan 

pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan 

dalam menganalisis data. 

3.4. Analisis Data 

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif 

maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci 

kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga 

memudahkan untuk ditarik kesimpulan. 

                                                           
3
 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004). Hlm. 125. 


